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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, 

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT 

PEMUNGUTAN SUARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 48/PUU-XVII/2019 perlu penyesuaian 

kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum dengan kelembagaan Pengawas Pemilihan 

Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang; 

  b. bahwa ketentuan mengenai pembagian divisi bagi semua 

tingkatan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

berdasarkan fungsi, mekanisme pelaporan terhadap 

pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional 

kepada Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan oleh 

kesekretariatan, dan penyusunan laporan akhir 

penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 

tidak sesuai dengan kebutuhan hukum kelembagaan 

Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga perlu 

diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola 

Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas 
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat 

Pemungutan Suara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 

  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan 
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Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

20); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT 

PEMUNGUTAN SUARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja 

dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 2 

(1) Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan 

harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas 

Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara 

terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1a) Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban 

Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan 

menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan 

Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan 

bersifat hierarki. 

 

2. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf e ayat (1) Pasal 5 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan 

berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) dibagi dalam divisi, terdiri atas: 

a. Divisi Pengawasan dan Hubungan 

Antarlembaga; 

b. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan 

Data Informasi; 

c. Divisi Penanganan Pelanggaran; 

d. Divisi Penyelesaian Sengketa; dan 

e. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. 

(2) Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi. 
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